
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sekelompok pelaku

ekonomi  terbesar  dalam  perekonomian  dan  terbukti  menjadi  fondasi,  tulang

punggung dan dinamisator perkembangan ekonomi nasional, terutama pada masa

krisis dan masa pelambanan pertumbuhan ekonomi nasional.14

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 pasal 3 Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka

membangun  perekonomian  nasional  berdasarkan  demokrasi  ekonomi  yang

berkeadilan.  Secara  konseptual  pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah

(UMKM)  dapat  dilakukan  dengan  sistem pemberdayaan  pelaku  Usaha  Mikro

Kecil  Menengah  (UMKM)  itu  sendiri.  Keberhasilan  pemberdayaan  tersebut

sangat  bergantung  pada  partisipasi  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)

sebagai  pelaku  maupun  stakeholder  lain  yang  turut  serta  dan  berperan  dalam

pengembangannya.15

Usaha Mikro Kecil  Menengah (UMKM) merupakan sekelompok orang

atau  individu  yang  dengan  segala  daya  upaya  pemiliknya  berusaha  di  bidang

perekonomian dalam skala sangat terbatas. Banyak faktor yang membatasi gerak

14 Hasan Sjarifuddin dan Danial Kemas, LPBD dan Kemiskinan: Alternatif 
Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Bergulir…, hal. 84

15 Bachtiar Rifa’I, EfektifitasPemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, Vol 1, No. 1, ISSN 2303-341X, di 
akses pada 17 Januari 2017
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usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan bergabungnya individu

dari berbagai tempat, berbagai latar belakang yang dimiliki dan keahlian berbisnis

disinilah terdapat kekuatan berbisnis. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2008, Usaha

Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  memiliki  kriteria  usaha  yaitu  sebagai

berikut:16

Tabel 2.1

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan UU No 2

Tahun 2008

No Uraian
Kriteria

Asset Omzet
1. Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta
2. Usaha Kecil >50 Juta – 500 Juta >300 Juta – 2,5 Miliar
3. Usaha Menengah >500 Juta - 10 Miliar >2,5 Miliar – 50 Miliar

1. Permasalahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Sebagaimana diketahui dari berbagai studi, bahwa dalam mengembangkan

usahanya,  UMKM  menghadapi  berbagai  kendala  baik  yang  bersifat  internal

maupun eksternal,  permasalahan-permasalahan tersebut  antara lain manajemen,

permodalan,  teknologi,  bahan  baku,  informasi  dan  pemasaran,  infrastruktur,

birokrasi dan pungutan, kemitraan. Dari beragamnya permasalahan yang dihadapi

UMKM, nampaknya permodalan tetap menjadi salah satu kebutuhan penting guna

menjalankan usahanya, baik kebutuhan modal kerja maupun investasi. Menurut

Dwiwinarno  yang  dikutip  oleh  Firda  Zahra  Afifah,  ada  beberapa  faktor

penghambat  berkembangnya  UMKM  lantara  lain  kurangnya  modal  dan

16 Tulus Tambunan, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat,
2002), hal. 166-169
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kemampuan manajerial  yang  rendah.  Meskipun permintaan  atas  usaha  mereka

meningkat karena terkendala dana maka sering kali tidak bisa untuk memenuhi

permintaan.  Hal  ini  disebabkan  karena  keterbatasan  kemampuan  untuk

mendapatkan  informasi  tentang  tata  cara  mendapatkan  dana  dan  keterbasan

kemampuan dalam membuat usulan untuk mendapatkan dana. Kebanyakan usaha

skala kecil  dalam menjalankan usaha  tanpa adanya perencanaan,  pengendalian

maupun juga evalusi kegiatan usaha.

2. Tantangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut I Gusti yang di kutip oleh Firda Zahra Afifah, usaha mikro kecil

dan menengah memiliki tantangan yang harus dihadapi antara lain:17

a. Teknologi 
Penelusuran  studi  mengatakan  bahwa  komoditi  yang  dihasilkan

pengusaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  masih  mempergunakan  teknologi

relatif rendah. Sementara negara maju lainnya pengembangannya berorientasi

kepada teknologi maju. Berangkat dari situasi tersebut daya saing produknya

didaerah relatif kalah bersaing di banding produk-produk dari negara-negara

yang sudah berorientasi pada teknologi maju. Kendala penggunaan teknologi

terbesar  adalah biayanya yang cukup besar  (mahal).  Sering terjadi  peluang

pasar  meningkat  tetapi  tidak  mampu  memanfaatkannya  karena  tidak

tersedianya teknologi yang memungkinkan peningkatan produktivitas.
b. Sumber Daya Manusia (SDM) 

17 Firda Zahra Afifah, “Analisis Bantuan Modal dan Kredit Bagi Kelompok Pelaku 
Usaha Mikro Oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Semarang”, (Skripsi: Universitas 
Diponegoro, 2012), hal. 16-18
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Selama ini  sebagian  besar  tenaga  kerja  yang bergerak  dalam usaha

mikro, kecil dan menengah dan koperasi bukan merupakan tenaga kerja yang

profesional, yang mampu mengelola usaha dengan baik
c. Manajemen 

Manajemen  pengusaha  mikro,  kecil  dan  menengah  dan  koperasi

merupakan  salah  satu  faktor  daya  saing  yang  sangat  penting.  Banyak

perusahaan yang punya teknologi,  sumber daya manusia  dengan  skill yang

memadai  dan  modal  yang  cukup,  namun  kinerja  masih  belum  memenuhi

harapan

d. Permodalan 

Perkembangan permodalan para pengusaha mikro, kecil dan menengah

hingga  kini  masih  relatif  lambat  dan  karenanya  masih  sering  memerlukan

bantuan baik  dari  pemerintah maupun dari  pengusaha besar. Modal  adalah

bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  usaha  pengembangan  suatu  bisnis,

karena  itu  akses  modal  baik  yang  berwujud  kredit,  barang  produksi

merupakan sarana  yang sangat  diperlukan dalam meningkatkan daya  saing

pengusaha  mikro,  kecil  dan  menengah  dan  koperasi.  Kalangan  perbankan

masih sering menilai para pengusaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi

belum Bankable.

e. Produksi 

Sistem  produksi  pada  UMKM  masih  menggunakan  peralatan

sederhana sehingga kapasitas produksi terbatas dan masih relatif kecil.

f. Pemasaran 
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Pemasaran adalah sekumpulan strategi atau tindakan yang terintegrasi

dalam  rangka  memberikan  nilai  kepada  konsumen  dan  menciptakan

pendapatan. Dalam usaha dibutuhkan strategi pemasaran yang baik agar usaha

dapat terus bertahan dan berkembang. Pemasaran juga merupakan suatu hal

yang menentukan keberlangsungan hidup usaha. Kegiatan dalam pemasaran

meliputi perencanaan strategi, penentuan harga, segmentasi pasar dan promosi

produk agar dapat dikenal oleh konsumen. Satu hal yang sangat penting untuk

diingat  dalam  pemasaran  adalah  bahwa  promosi  yang  dilakukan  untuk

mengenalkan produk kepada pelanggan tidak boleh mengarah pada penipuan.

Langkah-langkah  pemasaran  dapat  dilakukan  dengan  cara,  yaitu  1)  Relasi

dengan media, melakukan promosi melalui media seperti: televisi, radio dan

media  online,  2)  Mengadakan seminar  produk,  3)  Membina  jaringan kerja

pemasaran  dari  mulut  ke  mulut,  4)  Bergabung  dengan  organisasi  sejenis

(usaha bersama atau kumpulan usaha) dan organisasi diluar usaha (yang tidak

sejenis)  untuk  membangun  komunikasi  pemasaran,  5)  Periklanan  dengan

membuat  stiker  tentang  bisnis  yang  menyantumkan  nomor  kontak  kepada

pelanggan,  membuat  hadiah  khusus  untuk  program  promosi  produk,

memasang  stiker  yang  besar  pada  tempat  usaha  agar  mudah  dikenali

pelanggan, 6) Special event, seperti: melakukan kegiatan pameran atau bazar.

B. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Koperasi  adalah  institusi  (lembaga)  yang  tumbuh  atas  dasar  solidaritas

tradisional  dan  kerjasama  antar  individu  yang  pernah  berkembang  sejak  awal
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sejarah manusia sampai pada awal Revolusi Industrial di Eropa pada akhir abad

18 dan selama abad 19, sering disebut sebagai Koperasi Historis atau Koperasi

Pra-Industri.  Koperasi  Modern didirikan pada  akhir  abad 18,  terutama sebagai

jawaban atas  masalah-masalah sosial  yang timbul  selama tahap awal  Revolusi

Industri.  Di  Indonesia,  ide-ide  perkoperasian  diperkenalkan  pertama  kali  oleh

Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896

mendirikan  sebuah  Bank  untuk  Pegawai  Negeri.  Cita-cita  semangat  tersebut

selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode.18

Sejak saat itu koperasi telah banyak mengalami perubahan baik dari segi

nama, tugas dan fungsi, juga struktur organisasi. Perombakan terhadap koperasi

dilakukan  karena  disesuaikan  dengan  perkembangan,  keadaan  dan  kebutuhan.

Dengan berkembangnya usaha koperasi dan kompleksnya masalah yang dihadapi

dan  ditanggulangi,  koperasi  melangkah  maju  di  berbagai  bidang  dengan

memperkuat  kedudukan  dalam  pembangunan  hingga  tahun  1993,  berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor: 96 Tahun 1993, tentang Kabinet Pembangunan VI

dan Keppres Nomor 58 Tahun 1993, telah terjadi perubahan nama Departemen

Koperasi menjadi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Tugas

Departemen Koperasi menjadi bertambah dengan membina Pengusaha Kecil. Hal

ini merupakan perubahan yang strategis dan mendasar, karena secara fundamental

golongan  ekonomi  kecil  sebagai  suatu  kesatuan  dan  keseluruhan  dan  harus

ditangani  secara  mendasar  mengingat  perekonomian tidak  terbatas  hanya  pada

18 http://depkop.go.id/tentang-kementerian/sejarah-kementerian/.html, di 
akses pada 29 April 2017
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pembinaan  perkoperasian  saja, dengan  adanya  perkembangan  dan  tuntutan  di

lapangan,  maka  diadakan  peninjauan  kembali  susunan  organisasi  Departemen

Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, khususnya pada unit operasional. Pada

tahun  1998  terbentuklah  Kabinet  Pembangunan  VII  berdasarkan  Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 1998, tanggal 14 Maret 1998, dan

Keppres Nomor 102 Thun 1998 telah terjadi penyempurnaan nama Departemen

Koperasi  dan  Pembinaan  Pengusaha  Kecil  menjadi  Departemen  Koperasi  dan

Pengusaha  Kecil,  hal  ini  merupakan  penyempurnaan  yang  kritis  dan  strategis

karena  kesiapan  untuk  melaksanakan  reformasi  ekonomi  dan  keuangan  dalam

mengatasi masa krisis saat itu serta menyiapkan landasan yang kokoh, kuat bagi

Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam memasuki persaingan bebas/era globalisasi

yang  penuh  tantangan.  Melalui  Keppres  Nomor  134  Tahun  1999  tanggal  10

November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja  Menteri  Negara,  maka  Departemen  Koperasi  diubah  menjadi  Menteri

Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah.19

Rumusan tugas Dinas Koperasi  dan Usaha Mikro Kecil  dan Menengah

(UMKM) yaitu membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi

kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

19 Ibid.
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1. Rincian  Tugas  Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah

(UMKM) yaitu:20

a. Merumuskan  kebijakan  pemerintah  di  bidang  pembinaan  koperasi  dan

usaha kecil menengah.
b. Mengkoordinasikan dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana

dan program, pemantauan, analisis  dan evaluasi di  bidang koperasi  dan

usaha kecil menengah. 
c. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil

menengah.
d. Mengkoordinasikan kegiatan operasional lembaga pengembangan sumber

daya ekonomi rakyat.
e. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang

tugas dan fungsinya kepada Presiden.
2. Wewenang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

yaitu:21

a. Menetapkan kebijakan di bidang KUKM untuk mendukung pembangunan

secara makro.
b. Menetapkan  pedoman  untuk  menentukan  standar  pelayanan  minimum

yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang KUKM. 
c. Menyusun rencana nasional secara makro di bidang KUKM. 
d. Membina dan mengawasi penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi

pemberian pedoman, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang KUKM. 
e. Mengatur  penerapan  perjanjian  atau  persetujuan  internasional  yang

disahkan atas nama negara di bidang KUKM.
f. Menerapkan standar pemberian izin oleh daerah di bidang KUKM. 
g. Menerapkan kebijakan sistem informasi nasional di bidang KUKM.
h. Menerapkan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang KUKM.
i. Menerapkan pedoman akuntasi koperasi dan pengusaha kecil menengah.
j. Menetapkan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi.

20 Ibid.

21 Ibid.
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k. Memberikan  dukungan  dan  kemudahan  dalam  pengembangan  sistem

distribusi bagi KUKM.
l. Memberikan  dukungan  dan  kemudahan  dalam kerjasama  antar  KUKM

serta kerjasama dengan badan lainnya.

3. Dasar  Hukum  Terbentuknya  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan

Menengah Berdasarkan:22

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001.

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang

Kedudukan,  Tugas,  Fungsi,  Kewenangan,  Susunan  Organisasi  dan  Tata

Kerja Menteri Negara.

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan,  Tugas,  Fungsi,  Kewenangan,  Susunan  Organisasi  dan  Tata

Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2001 tentang

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara.

e. Peraturan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2005  tentang  Kedudukan,  Tugas,

Fungsi, Tata Kerja, dan Susunan Organisasi Kementerian Negara Koperasi

dan UKM.

f. Peraturan  Presiden  Nomor  62  Tahun  2005  tentang  Perubahan  atas

Peraturan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2005  tentang  Kedudukan,  Tugas,

22 Ibid.

27



28

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik

Indonesia

C. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Pemberdayaan usaha mikro  kecil  dan menengah adalah  bentuk konkret

terhadap para pelaku usaha kecil menengah. Selain itu, sektor ini memang selama

ini menjadi motor inovasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.23 Pemberdayaan

usaha  mikro  kecil  dan  menengah  memiliki  peran  strategis  dan  krusial  untuk

mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
Struktur  perekonomian Indonesia  relatif  belum ideal,  masih  didominasi

oleh Jawa, Bali dan Sumatera, khususnya DKI Jakarta. Hal ini diindikasikan oleh

jumlah uang beredar, alokasi  kredit,  pajak  dan alokasi  sumber  daya  produktif

lainnya.
Struktur  perekonomian  nasional  masih  mengandung  berbagai

ketimpangan, dengan pertumbuhan yang masih berpusat di Jakarta dan sekitarnya.

Untuk itu, perlu ada komitmen bersama untuk menumbuhkan pusat-pusat aktivitas

ekonomi dan otonomi daerah yang mampu mengembangkan sumber daya lokal

dan menggerakkan usaha mikro kecil  dan menengah yang lebih produktif  dan

kompetitif.24 Usaha mikro kecil  dan menengah dapat dijadikan sebagai fondasi

pembangunan nasional karena:25

23 Ibid., Hasan Sjarifuddin dan Danial Kemas, LPBD dan Kemiskinan: Alternatif 
Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Bergulir…, hal. 85

24 Ibid.,

25 Ibid., 86-87

28



29

a. Usaha mikro kecil dan menengah berbasis pada sumber daya ekonomi lokal

dan tidak bergantung pada impor.
b. Memiliki keterkaitan antar industri yang relatif tinggi.
c. Hasilnya mampu dikespor karena keunikannya.
d. Usaha  mikro  kecil  dan  menengah  bergerak  di  sektor  padat  karya  yang

memerlukan investasi yang relatif rendah.

Berdasarkan keputusan bersama menteri pariwisata, seni dan budaya dan

menteri  koperasi,  pengusaha kecil  dan menengah nomor: KEP-33/M-PSB/1999

dan nomor: 07/SKB/M/VII/1999 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi

di  bidang  pariwisata,  seni  dan  budaya  pasal  3,  bahwa  pembinaan  dan

pengembangan koperasi dilakukan melalui:26

a. Penyuluhan, pendidikan, pelatihan, bimbingan dan konsultasi
b. Pendirian koperasi di daerah pariwisata, seni dan budaya
c. Peningkatan sumber permodalan
d. Peningkatan pangsa pasar
e. Advokasi dan pendampingan
f. Penelitian dan pengkajian untuk penerapan teknologi tepat guna
g. Pemantauan dan evaluasi

1. Tujuan  Pemberdayaan  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Usaha  Menengah

(UMKM)

Berdasarkan  keputusan  bersama menteri  koperasi,  pengusaha  kecil  dan

menengah dan menteri kesehatan republik Indonesia nomor: 20/SKB/M/XII/1998

dan  nomor:  1375/MENKES/SKB/XII/1998  tentang  pemberdayaan  koperasi,

usaha  kecil  dan  usaha  menengah  dalam produksi,  distribusi,  sediaan  farmasi,

makanan dan alat kesehatan serta jasa pelayanan kesehatan pasal 2, bahwa tujuan

26 Ibid., Undang-Undang Koperasian 1992…, hal. 163-164
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pemberdayaan  koperasi,  usaha  kecil  dan  usaha  menengah  adalah  sebagai

berikut:27

a. Meningkatkan  peran  serta  koperasi,  usaha  kecil  dan  menengah  di  bidang

usaha produksi, distribusi, sediaan farmasi, alat kesehatan dan jasa pelayanan

kesehatan.
b. Menimbulkan dan meningkatkan kemampuan usaha koperasi, usaha kecil dan

menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
c. Menumbuhkan koperasi, usaha kecil dan usaha menengah di bidang kesehatan

berkaitan  dengan  produksi,  distribusi,  kesediaan  farmasi,  makanan,  alat

kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan.
d. Meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah dalam pembangunan

daerah,  penciptaan  lapangan  kerja,  pemerataan  pendapatan,  pertumbuhan

ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
e. Mewujudkan  struktur  perekonomian  nasional  yang  seimbang,  berkembang

dan berkeadilan.
2. Ruang Lingkup Kegiatan Pemberdayaan 

Ruang lingkup kegiatan pemberdayaan koperasi,  usaha kecil,  dan usaha

menengah dalam bidang usaha produksi, distribusi, sediaan farmasi, makanan dan

alat kesehatan serta jasa pelayanan kesehatan meliputi:
a. Pembinaan dan pengembangan kemampuan kelembagaan dan manajemen.
b. Bimbingan untuk memahami persyaratan dan prosedur perizinan.
c. Bimbingan dalam memproses pendaftaran produk.
d. Peningkatan sumber daya manusia.
e. Bimbingan untuk proses mendapatkan permodalan.
f. Bimbingan dalam pemanfaatan teknologi.
g. Pembinaan dan pengembangan kemampuan pembentukan jaringan pemasaran

dan distribusi.
h. Pembinaan untuk menyelenggarakan kemitraan.

27 Ibid., hal. 166-169
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Dalam hal melakukan pembinaan kepada koperasi, usaha kecil dan usaha

menengah, maka pembinaan yang dilakukan meliputi aspek sebagai berikut:28

a. Kelembagaan dan manajemen, dilaksanakan dengan:
1) Menggunakan sistem dan prosedur organisasi yang sudah baku
2) Bantuan penyusunan studi kelayakan
3) Menyediakan tenaga konsultasu/penasihat
4) Bimbingan administrasi akuntansi

b. Persyaratan dan prosedur perizinan, dilaksanakan dengan:
1) Memberikan  bimbingan  dan  konsultasi  dalam  proses  memperoleh

perizinan
2) Membantu dan menjelaskan persyaratan dan prosedur untuk memperoleh

perizinan
3) Menentukan  persyaratan  dan  prosedur  perizinan  yang  mudah  dan

sederhana
c. Persyaratan dan prosedur pendaftaran produk, dilaksanakan dengan:

1) Memberikan konsultasi dalam proses pendaftaran produk
2) Memberikan  bantuan  untuk  memperoleh  kemudahan  persyaratan  dan

prosedur untuk pendaftaran produk
3) Menentukan  persyaratan  dan  prosedur  pendaftaran  yang  mudah  dan

sederhana
d. Sumber daya manusia, dilaksanakan dengan:

1) Memberikan pendidikan dan pelatihan
2) Memberikan kesempatan melalui kegiatan magang dan studi banding

e. Permodalan, dalaksanakan dengan:
1) Memberikan informasi tentang sumber permodalan
2) Menjelaskan  tentang  cara  pengajuan  penjaminan  dari  sumber  lembaga

penjamin
3) Mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan
4) Informasi dan tata cara penyertaan modal
5) Membantu akses permodalan

f. Teknologi, dilaksanakan dengan:

28 Ibid., hal. 170-171
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1) Membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi
2) Membantu  pengadaan  sarana  dan  prasarana  produksi  sebagai  unit

percontohan
3) Membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas
4) Membantu pengembangan desa dan rekayasa produk
5) Membantu dan meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku

g. Distribusi/pemasaran, dilaksanakan dengan:
1) Memberikan bantuan informasi pasar
2) Mengembangkan jaringan distribusi.

Selain hal-hal yang disebutkan diatas, pemerintah dan pemerintah daerah

juga memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan,

pemasaran, sumber daya manusia dan desain serta teknologi. Berikut ini adalah

penjelasan  mengenai  pemberdayaan  dalam  bidang  produksi  dan  pengolahan,

pemasaran,  sumber  daya  manusia  dan  desain  serta  teknologi,  yaitu  sebagai

berikut:29

1. Pengembangan dalam bidang produksi
a. Meningkatkan  teknik  produksi  dan  pengolahan  serta  kemampuan

manajemen bagi usaha mikro kecil dan menengah.
b. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi

dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi produk

usaha mikro kecil dan menengah.
c. Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.
d. Meningkatkan  kemampuan  rancang  bangun  dan  rekayasa  bagi  usaha

menengah.
2. Pengembangan dalam bidang pemasaran

a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran.
b. Menyebarluaskan informasi pasar.
c. Meningkatkan kemampuan manajemen dan taktik pemasaran.
d. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba

pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang usaha mikro kecil

dan menengah.

29 Ibid., hal. 90-94
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e. Memberikan  dukungan  promosi  produk,  jaringan  pemasaran  dan

distribusi.
f. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

3. Pengembanga dalam bidang sumber daya manusia
a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan
b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.
c. Membentuk  dan  mengembangkan  lembaga  pendidikan  dan  pelatihan

untuk  melakukan  pendidikan,  pelatihan,  penyuluhan,  motivasi  dan

kreativitas bisnis dan penciptaan wirausaha baru.
4. Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi

a. Meningkatkan  kemampuan  di  bidang  desain  dan  teknologi  serta

pengendalian mutu.
b. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi.
c. Meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah di bidang penelitian

untuk mengembangkan desain dan teknologi baru
d. Memberikan  insentif  kepada  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  yang

mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup.
e. Mendorong usaha mikro kecil dan menengah untuk memperoleh sertifikat

hak atas kekayaan intelektual.

Dalam mewujudkan peran koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah

dalam  pemberdayaan  di  bidang  produksi  dan  distribusi  diwujudkan  dengan

program pelatihan dan pendidikan, serta memberikan standarisasi kelayakan pada

produk makanan dan minuman. Standarisasi yang digunakan Dinas Koperasi dan

UMKM yaitu produk harus memiliki  kualitas yang baik dan bebas dari  bahan

pengawet, produk yang dihasilkan oleh usaha binaan dilarang mengandung barang

yang haram seperti babi, anjing, bangkai, darah atau bahan lainnya, setiap produk

harus bersih dalam proses produksinya, dan setiap produk makanan dan minuman

harus ada batas konsumsi yang disebut masa kadaluwarsa (expired date), dari ke

empat standarisasi tersebut akan dikaji dengan perspektif etika bisnis Islam yaitu
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pelaku  bisnis  harus  mengutamakan  sifat  jujur,  produk  yang  diperjual  belikan

adalah barang halal tidak ada campuran barang haram dan baik (halalan toyyban)

dan barang yang diperjual belikan tidak membahayakan/mudarat.

D. Pelayanan Klinik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Klinik  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  adalah  klinik

informasi  dan  layanan  pelatihan  dan  konseling  yang  handal  dan  memuaskan

pelanggan  (stakeholder).  Klinik  UMKM  selain  memberikan  pelatihan  singkat,

konsultasi bisnis, dan pendampingan pada peserta agar bermanfaat sebagai bentuk

kemandirian menciptakan lapangan pekerjaan. Tujuan dari Klinik UMKM adalah

salah  satunya  memberikan  pelayanan  dengan  baik  kepada  para  pencari

informasi/masyarakat  calon  peserta  pelatihan  atau  pada  stakeholder  sehingga

terwujudnya kepuasan para pengguna pelayanan klinik UMKM.

Bentuk  pelayanan  klinik  UMKM  adalah  pelayanan  informasi  secara

online dan  offline.  Pelayanan  online adalah pelayan forum komunikasi melalui

media sosial sedangkan  offline memberikan pelayanan ditempat secara langsung

dan  terpadu  yang  mencakup  jenis-jenis  pelayanan  yang  berhubungan  dengan

pelatihan singkat, bimbingan karir, pemberdayaan usaha mandiri/informal. Para

pencari  informasi  dapat  datang  secara  langsung  ke  klinik  UMKM  untuk

memperoleh  pelayanan  dari  para  aparatur  yang  bertugas.  Dengan  strategi

34



35

kewirausahaan baik secara pelatihan singkat atau konsultasi bisnis, pendampingan

kewirausahaan diharapkan mampu memberikan wawasan baru pada masyarakat

yang ikut serta partisipasi ataupun pelaku usaha UKM agar mampu meningkatkan

usahanya lebih baik. Berikut ini adalah layanan dari klinik UMKM, yaitu:30

1. Pengembangan Prosedur.

Pengembangan  prosedur  yang  lebih  efisien  pada  klinik  UMKM

mempermudah pelayanan dan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang

memuaskan sehingga dengan prosedur yang terprogram membuat  visi  misi

tercapai tepat sasaran.

2. Infrastruktur.

Pelayanan yang diberikan ditujukan untuk kepuasan masyarakat untuk

itu disediakan sarana pendukung, Infrastruktur yang menunjang pada Dinas

Koperasi dan UMKM dan klinik UMKM sangat membantu proses berjalanya

optimalisasi  pelatihan  secara  offline  dengan  masyarakat  datang  secara

langsung konsultasi secara langsung dengan nyaman dan memberikan fasilitas

berupa pelatihan singkat berbagai keterampilan ataupun fasilitas mobil klinik

yang memberikan penyuluhan arahan pada pelaku usaha kecil yang terdaftar

atau  yang  antusias  memanfaatkan  pelayanan  yang  disediakan  oleh  dinas

koperasi  dan  UMKM.  Pembangunan  gedung  berkala  dan  fasilitas  yang

30 Yuerna Atma Rofida, “Strategi Pelayanan Pada Klinik (UMKM) Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur”, (Skripsi: Universitas Muslim 
Indonesia, 2013), hal. 4-7
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distandartkan  sehingga  apa  yang  dicapai  dalam  strategi  infrastruktur  yang

menunjang dapat tercapai dan lebih mampu mewujudkan visi dan misi.

3. Pengembangan budaya
Strategi budaya bertujuan mengubah budaya yang dapat menghalangi

ke arah suatu perubahan. Strategi budaya menegaskan bahwa kinerja sektor

publik ditentukan oleh suatu  culture  atau budaya yang melekat pada dirinya

seperti  unsur  kebiasaan,  emosi  dan  psikolog  pegawai.  Budaya  organisasi

merupakan sistem tindakan yang berbeda dalam organisasi yang terpola dalam

mengarahkan  untuk  menanggapi  rangsangan  dari  luar  dengan  cara  yang

berbeda.
4. Kewirausahaan

Kewirausahaan  ini  memusatkan  perhatian  untuk  bertanggung  jawab

terhadap masyarakat atau calon peserta. pelayanan kepada pelanggan adalah

tentang  memberikan  sesuatu  kepada  pelanggan  tentang  apa  yang  mereka

inginkan atau tentang kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan

oleh suatu organisasi.  Dalam kaitan  strategi  kewirausahaan,  klinik  UMKM

selalu berusaha untuk memperhatikan kepentingan dan kepuasan pelanggan,

dimana dalam hal ini pelanggan adalah para pencari informasi. Upaya yang

dilakukan  untuk  memperhatikan  kepuasan  pelanggan  adalah  meningkatkan

pelayanan klinik UMKM melalui jenis layanan Klinik UMKM diantaranya:
a) Bimbingan  karir,  yang  kegiatannya  berupa:  workshop kewirausahaan,

melibatkan narasumber dari perusahaan, perguruan tinggi dan tim klinik

UMKM.  Konseling  dari  Konsultan  karir  individual.  Bimbingan  karir

dalam kegiatan pelatihan singkat, materi yang digunakan dalam kegiatan

pelatihan singkat diantaranya adalah mengenal kondisi lapangan kerja atau
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melihat peluang usaha,  pengenalan berbagai produk kerajinan dan yang

diminati atau bakat yang dimiliki. Menumbuhkan minat kerja pada bidang

pekerjaan yang sedang berkembang, memilih pekerjaan dan merencanakan

karir, pengenalan kewirausahaan dan mengelola keungan atau usaha kecil,

membimbing  mengarahkan  usaha  usaha  yang  sudah  dirintis  dan

mendampingi/meminjamkan modal.
b) Pelatihan  untuk  memperbaiki  kemampuan  dalam  melakukan  pekerjaan

secara  individual  atau  kelompok  dalam  sebuah  usaha.  Dalam  industri

UMKM pelatihan merupakan hal yang paling penting untuk meningkatkan

kreatifitas,  keterampilan  dan  pengetahuan  dalam  menjalankan  usaha,

mengingat  masih  banyak  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  UMKM

masih  memiliki  kemampuan  terbatas.  Perbaikan  kemampuan  melalui

pelatihan akan dapat mendorong kegiatas usaha semakin lebih baik.
c) Bidang Usaha Mandiri,  berupa info  tentang pengembangan kesempatan

kerja informal melalui usaha mandiri dan teknologi tepat guna. Adapun

kegiatan  dalam  bidang  usaha  mandiri  adalah  workshop kewirausahaan

melibatkan  narasumber  pelaku  usaha  mandiri  dan  tim konsultan  klinik

UMKM, konseling kewirausahaan secara individual dan informasi akses

pelatihan usaha mandiri.
d) Hubungan  Masyarakat  dimana  kegiatannya  adalah  relasi  dengan

perusahaan  dan  institusi  jejaring  bursa  kerja,  publikasi  mengenai  info

pelatihan  terkait  pelatihan  usaha  dan keterampilan  atau  kerajinan,  pada

masyarakat yang membutuhkan pelatihan dan sudah memenuhi kualifikasi

akan  di  bimbing  dan  diberi  pelatihan  baik  singkat  ataupun  konseling

kewirausahaan.
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E. Etika Bisnis Islam
1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Kata etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu  ethos

yang memiliki arti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir.

Menurut  Kamus Besar  Bahasa Indonesia,  etika adalah (1)  kumpulan asas  atau

nilai yang berkenaan dengan akhlak, atau (2) nilai mengenai benar dan salah yang

dianut suatu golongan atau masyarakat.31

Istilah  etika  diartikan  sebagai  suatu  perbuatan  standar  yang  memimpin

individu dalam membuat keputusan. Etika ialah suatu studi mengenai yang benar

dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang.32

Selanjutnya  menurut  Issa Rafik  Bekum sebagaimana yang dikutip  oleh

Rivai Veithzal, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang

membedakan baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif,

karena  ia  berperan  menentukan  apa  yang  harus  dilakukan  atau  tidak  boleh

dilakukan oleh seorang individu.33

Dari  penjelasan di  atas,  dapat  di  ambil  kesimpulan bahwa etika adalah

suatu  hal  yang  dilakukan  secara  benar  dan  baik,  tidak  melakukan  suatu

keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala

31 Arifin Johan, Etika Bisnis Islami, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 131

32 Alma Buchari, Kewirausahaan, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 216

33 Rivai Veithzal, Nurudidin Amiur dan Arfa Faisar Ananda, Islamic Business And 
Economic Ethics, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 3 
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sesuatu  dengan  penuh  tanggung  jawab.  Sedangkan  dalam Islam,  etika  adalah

akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang

bisnis.34

Etika  Islam  mempunyai  sifat  humanistik  dan  rasionalistik.  Humanistik

dalam pengertian mengerahkan manusia  pada pencapaian hakikat  kemanusiaan

yang  tertinggi  dan  tidak  bertentangan  dengan  fitrah  manusia  itu  sendiri.

Sebaliknya  bersifat  rasionalistik  bahwa  semua  pesan-pesan  yang  diajarkan  al-

Qur’an  terhadap  manusia  sejalan  dengan  prestasi  rasionalitas  manusia  yang

tertuang dalam karya-karya filosof. Pesan-pesan al-Qur’an seperti ajaran kepada

kebenaran, keadilan, kejujuran, kebersihan, menghormati orang tua, bekerja keras,

cinta ilmu semuanya tidak ada yang berlawanan dengan kedua sifat di atas.35

Dari  penjelasan diatas,  dapat  disimpulkan bahwa secara normatif,  etika

dalam al-Qur’an belum memperhatikan sebagai suatu struktur yang berdiri sendiri

dan  terpisah  dari  struktur  lainnya,  sebagaimana  terpahami  dari  ilmu  akhlak

struktur  etika  dalam  al-Qur’an  lebih  banyak  menjelaskan  tentang  nilai-nilai

kebaikan dan kebenaran baik pada tataran niat atau ide hingga perilaku. Hal ini

lebih tegas bila dilihat dari penggambaran sikap dan perilaku Nabi Muhammad

yang  telah  disebutkan  di  dalam  al-Qur’an  bahwa  Nabi  Muhammad  memiliki

akhlak yang agung dan mulia. 

34 Ibid.

35 Muhammad, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi 
Manajemen Perusahaan Ykpn, 2002), hal. 40
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Dengan demikian etika binis Islam tidak hanya dapat dilihat dari aspek etika

secara parsial, karena bisnis sendiri dalam pandangan Islan telah menyatu dengan

nilai-nilai etika. Di dalam al-Qur’an secara jelas telah menggambarkan perilaku-

perilaku bisnis yang tidak etik dan tidak memperhatikan etika adalah termasuk

perbuatan yang batil dalam bisnis.

Menurut beberapa tokoh memberikan pendapat tentang prinsip etika dalam

Islam. Menurut Beekum Islam memiliki enam prinsip dalam etika Islam yaitu:36

a. Tauhid, kesatuan (unity)
Konsep tauhid yang berarti semua aspek dalam hidup dan mati ini adalah

satu,  baik aspek politik,  ekonomi,  sosial,  maupun agama. Tauhid hanya cukup

dianggap sebagai keyakinan bahwa Tuhan hanya satu. Tauhid adalah sistem yang

harus dijalankan dalam mengelola kehidupan ini.
b. Adil, keseimbangan, harmoni (Ekuilibrium)

Semua  aspek  kehidupan  harus  seimbang  agar  dapat  menghasilkan

keteraturan dan keamanan sosial sehingga kehidupan manusia didunia ini dan di

akhirat nanti melahirkan harmoni dan keseimbangan.
c. Kebebasan (Freewill)

Manusia  diangkat  sebagai  khalifah  Allah  atau  pengganti  Allah  di  bumi

untuk  memakmurkannya.  Manusia  dipersilahkan  dan  mampu  berbuat  sesuka

hatinya tanpa paksaan,  Tuhan memberikan koridor  yang boleh dan yang tidak

boleh. Aturan itu dimaksudkan untuk memaslahatkan manusia. Allah menurunkan

Rasul-Nya  untuk  memberikan  peringatan  dan  kabar  gembira.  Pelanggaran

terhadap aturan Allah akan diminta pertanggungjawaban.

d. Pertanggungjawaban (Responsibility)

36 Harahap Sofyan S., Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Salemba Empat, 
2011), hal. 78-79
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Karena  kebebasan  yang  diberikan  di  atas,  manusia  harus  memberikan

pertangungjawabannya nanti dihadapan Allah atas segala keputusan dan tindakan

yang dilakukannya.
e. Ihsan, kemanfaatan (Benevolence)

Semua keputusan dan tindakan harus menguntungkan manusia baik didunia

maupun  di  akhirat,  selain  hal  itu  seharusnya  tidak  dilakukan.  Islam  tidak

membenarkan setiap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap diri,

masyarakat, bahkan makhluk lain seperti binatang, tumbuhan dan alam.
Menurut  Beekum,  beberapa  parameter  sistem etika  Islam adalah  sebagai

berikut:37

1) Setiap keputusan dan tindakan didasarkan pada niat.  Niat,  tindakan dan

hasil  yang halal,  niat  yang baik  tetapi  tindakannya haram tidak  berarti

halal.
2) Setiap tindakan baik adalah ibadah.
3) Islam  memberikan  kebebasan  kepada  setiap  orang,  tetapi  tidak  boleh

mengorbankan akuntabilitas dan keadilan.
4) Islam mewajibkan setiap orang hanya tunduk kepada Allah SWT, bukan

kepada yang lain.
5) Pilihan,  keputusan  yang  benar  ditentukan  oleh  jumlah  suara,  tetapi

ditentukan syariat.
6) Islam adalah sistem yang terbuka pada etika, tidak berorientasi pribadi dan

tidak egois.
7) Kebenaran  secara  simultan  diperbolehkan dari  membaca  al-Qur’an  dan

hukum alam.
8) Islam menyuburkan proses pembersihan terus-menerus (taskiyah) secara

partisipatif.

Adapun etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral

yang  benar  dan  salah.  Studi  ini  berkonsentrasi  pada  standar  moral,

37 Ibid., hal. 79
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sebagaimana  diterapkan  dalam  kebijakan,  institusi,  dan  perilaku  bisnis.

Standar etika bisnis tersebut diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang

digunakan  masyarakat  modern  untuk  memproduksi  dan  mendistribusikan

barang  dan  jasa  dan  diterapkan  kepada  orang-orang  yang  ada  di  dalam

organisasi.38

Jadi  sebenarnya  perilaku yang  etis  itu  ialah  perilaku yang mengikuti

perintah Allah dan menjauhi larangn-Nya. Dalam Islam, etika bisnis ini sudah

banyak  dibahas  dalam berbagai  literatur  dan  sumber  utamanya  adalah  al-

Qur’an dan Sunah Rasul.39

Etika bisnis mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang

menginvestasi  uangnya  dalam  perusahaan,  dengan  konsumen,  pegawai,

kreditur, saingan, dan sebagainya. Orang yang menanam uang atau investor

menginginkan manajer dapat mengelola perusahaan secara berhasil, sehingga

dapat menghasilkan keuntungan bagi mereka. Konsumen menginginkan agar

perusahaan menghasilkan produk bermutu dan dapat dipercaya dan dengan

harga  yang  layak.  Para  karyawan  menginginkan  agar  perusahaan  mampu

membayar balas jasa yang layak bagi kehidupan mereka, member kesempatan

naik pangkat atau promosi jabatan. Pihak kreditor mengharapkan agar semua

utang perusahaan dapat dibayar tepat pada waktunya dan membuat laporan

keuangan  yang  dapat  dipercaya  dan  dibuat  secara  teratur.  Pihak  saingan

38 Ibid., hal. 80

39 Arijianto Agus, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2012), hal. 217
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mengharapkan agar dalam persaingan dilakukan secara baik, tidak merugikan

dan menghancurkan pihak lain.

Orang-orang  bisnis  diharapkan  bertindak  secara  etis  dalam  berbagai

aktivitasnya di masyarakat. Harus ada etik dalam menggunakan sumber daya

yang  terbatas  di  masyarakat  dan  apa  akibat  dari  pemakaian  sumber  daya

tersebut. Diharapkan bisnis memikili standar etik yang tinggi di masyarakat,

karena  mereka  langsung  berhadapan  dengan  masyarakat  yang  selalu

mengawasi kegiatan mereka.

Etika yang dimiliki oleh masing-masing individu sebenarnya merupakan

perkembangan dari etik sejak dulu, yang dianut dan disampaikan kepada kita

oleh  orang  tua,  guru,  pemimpin  agama  dan  lingkungan  kita  secara

keseluruhan. Jadi etika yang digunakan oleh orang bisnis tidak terlepas dari

sumber-sumber yang sama.40

2. Tujuan Bisnis Islam

Islam  memiliki  pedoman  dalam  mengarahkan  umatnya  untuk

melaksanakan  amalan.  Pedoman  tersebut  adalah  al-Qur’an  dan  Sunnah  Nabi.

Sebagai  sumber  ajaran  Islam,  setidaknya  menawarkan  nilai-nilai  dasar  atau

prinsip-prinsip  umum  penerapannya  dalam  bisnis  disesuaikan  dengan

perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Islam

seringkali dijadikan sebagai model tantangan kehidupan. Hal ini tentunya dapat

40 Ibid., hal. 218
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dipakai  untuk  pengembangan  lebih  lanjut  atas  tatanan  kehidupan  tersebut,

termasuk tatanan kehidupan bisnis.41

Al-Qur’an  dalam  mengajak  manusia  untuk  mempercayai  dan

mengamalkan  tuntutan-tuntutannya  dalam  segala  aspek  kehidupan  seringkali

menggunakan  istilah-istilah  yang  dikenal  dalam dunia  bisnis,  seperti  jual-beli,

untung-rugi  dan  sebagainya.  Allah  SWT berfirman dalam al-Qur’an  Surat  At-

Taubah ayat 111:

     
   
     
   
    
    
    
     

  
Artinya:

“Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa

mereka  dan  sebagai  imbalanya  mereka  memperoleh  syurga.  Siapakan

yang lebih menepati janjinya (selain) Allah maka bergembiralah dengan

jual-beli yang kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar.” (QS. At-

Taubah ayat 111)

Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya

yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya,

namun  dibatasi  dalam  cara  memperoleh  dan  pendayagunaan  hartanya  karena

aturan  halal  dan  haram.  Menurut  Beekum  kriteria  atau  prinsip  yang  akan

41 Muhammad, Etika Bisnis Islam…, hal. 7
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menentukan halal dan haram dalam kegiatan ekonomi dan bisnis islam, adalah

sebagai berikut:42

1) Prinsip dasarnya adalah diperbolehkannya segala sesuatu.
2) Untuk membuat absah dan untuk melarang adalah hak Allah semata.
3) Melarang yang halal dan membolehkan yang haram sama dengan syirk.
4) Larangan atas segala sesuatu didasrkan atas sifat najis dan melukai.
5) Apa yang halal adalah diperbolehkan, dan yang haram dilarang.
6) Apa yang mendorong pada yang haram adalah juga haram.
7) Menganggap yang haram sebagai halal adalah juga dilarang.
8) Niat yang baik tidak membuat yang haram bisa diterima.
9) Hal-hal yang meragukan sebaiknya dihindari.
10) Yang haram terlarang bagi siapapun.
11) Keharusan menentukan adanya pengecualian.

Setiap  manusia  memerlukan  harta  untuk  mencukupi  segala  kebutuhan

hidupnya. Karenya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu.

Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Sedangkan salah

satu dari bentuk bekerja adalah berdagang atau bisnis. Kegiatan penting dalam

muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia setiap saat adalah kegiatan

bisnis. 

Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang

saling  menguntungkan  atau  memberi  manfaat.  Ada  yang  mengartikan  bisnis

sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau

penjualan  barang  dan  jasa-jasa  yang  diinginkan  oleh  konsumen  untuk

memperoleh  profit  (keuntungan).  Barang  yang  dimaksud  adalah  suatu  produk

yang secara fisik memiliki wujud (dapat dilihat) sedangkan jasa adalah aktivitas-

aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.43

42 Harahap Sofyan S., Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam…, hal. 80
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Dari pengertian bisnis tersebut, dapat dipahami bahwa setiap pelaku bisnis

akan melakukan  aktivitas  bisnisnya  dalam bentuk;  pertama,  memproduksi  dan

atau mendistribusikan barang dan atau jasa; kedua, mencari profit (keuntungan);

dan ketiga, mencoba memuaskan keinginan konsumen.

Islam mewajibkan  stiap  muslim  (khususnya)  mempunyai  tanggungjawab

untuk bekrja.  Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan

manusia mencari nafkah (rezeki). Allah melapangkan bumi dan seisinya dengan

berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari rezeki44,

Allah SWT berfiman dalam al-Qur’an surat Al Mulk ayat 15:

     
    

    

Artinya: 

“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, dan berjalankan di

segala  penjurunya  dan  makanlah  sebagian  dari  rezeki-Nya.”  (QS.  Al

Mulk ayat 15)

Demikian pula firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat Hud ayat 61:

     
     
     
  
    

    

43 Rivai Veithzal, Nurudidin Amiur dan Arfa Faisar Ananda, Islamic Business And 
Economic Ethics…, hal. 11

44 Ibid., hal. 5
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Artinya: 

“Dia  telah  menciptakan  kamu  dari  bumi  (tanah)  dan  menjadi  kamu

pemakmurannya.” (QS. Hud ayat 61)

Dari penjelasan di atas, bisnis dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas

bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara

perolehan  dan  pendayaan  hartanya  (ada  aturan  halal  dan  haram).  Dalam arti,

perlaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan

dalam al-Qur’an dan al-Hadist). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama

yang  menjadi  payung  strategis  maupun  taktik  bagi  pelaku  kegiatan  ekonomi

(bisnis).  Berbisnis  merupakan  aktivitas  yang  sangat  dianjurkan  dalam  ajaran

agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW telah menyatakan, bahwa 9 dari 10 pintu

rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah,

pintu-pintu  rezeki  akan  dapat  dibuka,  sehingga  karunia  Allah  SWT terpancar

daripadanya. 

Rasulullah SAW sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis

yang  harus  dilakukan  oleh  setiap  muslim dalam menjalankan  bisnisnya,  yaitu

sebagai berikut:45

a. Bahwa  prinsip  esensial  dalam  bisnis  adalah  kejujuran.  Dalam  doktrin

Islam,  kejujuran  merupakan  syarat  fundamental  dalam  kegiatan  bisnis,

Rasulullah  SAW sangat  intens  menganjurkan  kejujuran  dalam aktivitas

bisnis.  Rasulullah  SAW sendiri  selalu  bersikap  jujur  dalam  berbisnis.

Beliau  melarang  para  pedagang  meletakkan  barang  busuk  di  sebelah

bawah dan barang baru di bagian atas. Dalam tataran ini beliau bersabda: 

45 Ibid., hal. 39-44
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دصددقِ� دو رر  دودب درل  دمنِ ارتدقى  ا رل  ررا إِ رجارً دمةِ فف لودم اللقِديارً دن دي دعفثو در فيلب رجارً رن التت

Artinya:

“Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti

sebagai orang-orang fajir (jahat) kecuali pedagang yang bertakwa pada

Allah, berbuat baik dan berlaku jujur.”

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual-beli.

Jujur  dalam  arti  luas  adalah  tidak  berbohong,  tidak  menipu,  tidak

mengada-ada fakta,  tidak berkhianat serta tidak pernah ingkar janji  dan

lain  sebagainya.  Berbagai  tindakan  tidak  jujur,  selain  merupakan

perbuatan yang jelas-jelas berdosa, jika biasa dilakukan dalam berbisnis

juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif pada kehidupan pribadi dan

keluarga itu sendiri.

b. Amanah (tanggung jawab). Amanah ini ditampilkan dalam keterbukaan,

kejujuran, pelayanan yang optimal dan ihsan (kebajikan) dalam segala hal.

Maknanya adalah bahwa setiap pedagang harus bertanggung jawab atas

usaha serta pekerjaan sebagai pedagang. Tanggung jawab dalam hal ini

artinya mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang

memang  secara  otomatis  terbeban  di  pundaknya.  Tanggung  jawab

pedagang  di  sini  misalnya  menyediakan  barang  atau  jasa  kebutuhan

masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan

dan manfaat yang memadai. Oleh sebab itu para pedagang dilarang keras

untuk melakukan penimbunan barang dagangannya.
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c. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW sangat melarang

para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi

bisnis.  Dalam  hadist  riwayat  Abu  Zar,  Rasulullah  SAW  mengancam

dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis.

Praktik  sumpah  palsu  dalam kegiatan  bisnis  saat  ini  sering  dilakukan,

karena dapat meyakinkan pembeli dan pada gilirannya meningkatkan daya

beli atau pemasaran. Namun harus disadari bahwa meskipun keuntungan

yang  diperoleh  berlimpah,  tetapi  hasilnya  tidak  berkah.  Dalam  sebuah

hadist  riwayat  Bukhari,  Nabi  bersabda,  “Dengan  melakukan  sumpah

palsu,  barang-barang  memang  terjual,  tetapi  hasilnya  tidak  berkah”.

Dalam hadist riwayat Abu Zar, Rasulullah SAW mengancam dengan azab

yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis.
d. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain

tertarik membeli dengan harga tersebut. Sabda Nabi Muhammad: 
دو ظٍظ  لي دللف دو فِ لجشِ.  دعنِ الرن دهى   ِرل -صلى  ال عليه وسلم- دن دل ا فسو در رن  در : دأ فعدم دعنِ البنِ 

تى دخارًرِ فهارًللفب دردوا فشلوا.  دج دل دتدنارً
Artinya:
Dari  Ibnu ‘Umar  r.a.:  Bahwasanya Rasulullah  saw melarang jual-beli

dengan cara najasy”. Dan dalam lafazh yang lain dinyatakan: Janganlah

kamu sekalian melakukan jual-beli dengan cara najasy (seorang pembeli

tertentu, berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga, bukan dengan

niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli.” (HR.

Bukhari)
e. Tidak  boleh  menjelekkan  bisnis  orang  lain,  agar  orang  membeli

kepadanya. Nabi  Muhammad SAW bersabda,  “Janganlah seseorang di
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antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual

oleh orang lain.” (HR. Muttafaq’alaih)
f. Tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah menumpuk dan menyimpan barang

dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik

dan  keuntungan  besar  pun  diperoleh.  Rasulullah  SAW melarang  keras

perilaku bisnis semacam ini. Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surat

At-Taubah ayat 34:

   
   
  
     
  
    

   
Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman,  sesungguhnya sebahagian besar dari

orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan

harta  orang  dengan  jalan  batil  dan  mereka  menghalang-halangi

(manusia) dari jalan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan

perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah

kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS.

At-Taubah 34)

g. Takaran,  ukuran  dan  timbangan  yang  benar.  Dalam  perdagangan,

timbangan yang benar  dan tepat  harus  benar-benar  diutamakan.  Firman

Allah SWT dalam al-Qur’an surat Al-Mutaffifiin ayat 1-3:
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Artinya: 

“Kecelakaan  besarlah  bagi  orang-orang  yang  curang,  (yaitu)  orang-

orang  yang  apabila  menerima  takaran  dari  orang  lain  mereka  minta

dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain,

mereka mengurangi.” (QS. Al-Mutaffifiin ayat 1-3)

Azab dan kehinaan yang besar pada hari kiamat disediakan bagi

orang-orang  yang  curang  dalam menakar  dan  menimbang.  Allah  SWT

telah  menyampaikan  ancaman  yang  pedas  kepada  orang-orang  yang

curang dalam menakar dan menimbang yang terjadi di tempat-tempat jual

beli  di  Mekah  dan  Madinah  pada  waktu  itu.  Diriwayatkan  bahwa  di

Madinah ada seorang laki-laki bernama Abu Juhainah. Ia mempunyai dua

macam takaran yang besar dan yang kecil. Bila ia membeli gandum atau

kurma dari para petani, ia mempergunakan takaran yang besar, akan tetapi

jika ia menjual kepada orang lain ia mempergunakan takaran yang kecil.

Perbuatan  seperti  ini  menunjukkan  adanya  sifat  tamak,  hanya  ingin

mencari  keuntungan  bagi  dirinya  sendiri  saja,  walaupun  dengan  jalan

merugikan orang lain. 

h. Bisnis  tidak  boleh  mengganggu  kegiatan  ibadah  kepada  Allah  SWT.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat An-Nur ayat 37:
     
    
    

    
Artinya:
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“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh

jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan

(dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari

itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.” (QS. An-Nur 37)

i. Membayar  upah  sebelum  kering  keringat  karyawan.  Nabi  Muhammad

SAW bersabda:

دعدرفقفه رف  لن ديجِ دل دأ لجدرفه دقلب در دأ دلجِي فطوا ا لع دأ
Artinya:
“Berikan upah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu

Majah)
Hadis ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-

tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.
j. Tidak memonopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah

melegitimasi  monopoli  dan  oligopoli.  Contoh  yang  sederhana  adalah

eksploitasi individu tertentu atas hak milik sosial seperti air, udara, beserta

tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu

tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan

kepada orang lain.
k. Tidak  boleh  melakukan  bisnis  yang  mengandung  bahaya/mudarat  yang

dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial.  Misalnya,

larangan  melakukan  bisnis  senjata  di  saat  terjadi  kekacauan (choos)

politik.  Tidak  boleh  menjual  barang  halal,  seperti  anggur  kepada

konsumen meminum keras, karena dia diduga keras mengolahnya menjadi

minuman keras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat

merusak esensi hubungan sosial yang justru dijaga dan diperhatikan secara

cermat.
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l. Komoditi  bisnis  yang dijual  adalah  barang  yang suci  dan  halal,  bukan

barang yang haram seperti babi, anjing, minuman keras, darah, ekstasi dan

sebagainya. Nabi Muhammad SAW bersabda:
Makanan haram sudah ditetapkan oleh Allah SWT, tertuang sebagai

kaidah-kaidah agama yang harus ditaati umatNya. Dalam surat Al Baqarah

ayat 173: 
   
    
      
       

   
Artinya:
Sesungguhnya  Allah  hanya  mengharamkan  bagimu  bangkai,  darah,

daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain

Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang

dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak

ada  dosa  baginya.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha

Penyayang. (QS. Al Baqarah ayat 17)
Makanan yang halal juga disebutkan dalam al-Quran surat Al Maidah ayat

1:
   
    
    
     

       
Artinya:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  aqad-aqad  itu.  Dihalalkan

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang

demikian itu)  dengan tidak  menghalalkan berburu ketika  kamu sedang
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mengerjakan  haji.  Sesungguhnya  Allah  menetapkan  hukum-hukum

menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al Maidah ayat 1)
Sikap yang harus diperhatikan dalam konsumsi adalah kehalalan

suatu produk, baik berupa barang maupun jasa, juga kebaikan (thayyib)

barang atau jasa tersebut. Kehalalan suatu barang bisa dilihat dari barang

atau  jasanya  secara  zat  dan  bisa  juga  dilihat  dari  segi  prosesnya

(maknawi).
Selain hal tersebut Islam juga mengajarkan bahwa setiap makanan

yang  dimakan  harus  bersih  karena  bersih  adalah  sebagian  dari  iman.

Implikasi bersih disini adalah proses produksinya yang higienis sehingga

produk  yang  dihasilkan  aman  untuk  dikonsumsi.  Perlu  digaris  bawahi

bahwa makanan untuk dikonsumsi haruslah sehat tidak tercampuri oleh

bahan lain yang tidak layak dikonsumsi karena segala makanan yang baik

akan  berpengaruh  baik  pula  bagi  kesehatan.  Islam  telah  mengajarkan

umatnya untuk memakan makanan yang halal dan baik, baik dalam proses

pengolahan maupun kualitasnya yang biasa disebut halalan toyyiban.
Selain  bersih,  Islam  juga  menganjurkan  setiap  makanan  yang

dimakan haruslah baik untuk kesehatan atau bisa disebut makanan yang

dimakan masih dalam keadaan baik, sebagaimana penjelasan diatas bahwa

Islam  mengajarkan  umatnya  untuk  memakan  makanan  yang  halal  dan

baik, baik untuk jasmani dan juga rohani, jika seseorang mengkonsumsi

makanan  yang  kadaluwarsa  berarti  juga  telah  memakan makanan  yang

tidak baik.
m. Bisnis ini dilakukan dengna suka rela tanpa paksaan.  Firman Allah SWT

dalam surat An-Nisa ayat 29:
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Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

n. Memberi  tenggang  waktu  apabila  pengutang  belum mampu membayar.

Sabda Nabi SAW:

دعلنفه لع  دض لو لِدي ررا , دأ لعسِ فم لر  فرل فِي ظِللهِ , دفللفيلنظِ فه ا لن فيظِرل رب دأ دح لن دأ دم
Artinya:
“Barangsiapa yang ingin diberi naungan oleh Allah dalam naungannya,

maka hendaklah ia memberi penangguhan kepada orang yang kesulitan

membayar hutang atau ia bebaskan darinya.” (HR. Muslim)
o. Bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Firman Allah SWT

dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 278:
    
      

 

Artinya: 
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertaqwalah  kepada  Allah  dan

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang

beriman.” (QS. Al-Baqarah ayat 278)
Jika kita menelusuri sejarah, dalam agama Islam tampak pandangan

positif  terhadap perdagangan dan kegiatan ekonomis.  Nabi  Muhammad

SAW adalah  seorang  pedagang  dan  agama  Islam  disebarkan  luaskan

terutama  melalui  para  dagangan  muslim.  Dalam  al-Qur’an  terdapat
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peringatan  terhadap  penyalah  gunaan  kekayaan,  tetapi  tidak  dilarang

mencari riba dinilai Allah SWT sebagai orang yang kesetanan.

F. Penelitian Terdahulu

Telah banyak kajian yang membahas tentang peran Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memberdayakan usaha-usaha

binaan baik yang berupa buku, jurnal,  maupun skripsi,  oleh karena itu peneliti

melakukan  peninjauan  terhadap  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya

sebagai rujukan bahasan didalam penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri  Maliani dengan judul  “Pemberdayaan

Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  Oleh  Suku  Dinas  Koperasi,

UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat.”46 hasil penelitian

ini  yaitu  dalam  upaya  pemberdayaan  KUMKM  melaksanakan  program

pelatihan melalui diklat dalam upaya perlindungan kepada UMKM agar dapat

bersaing dan berkembang dengan pemberian modal, membina koperasi yang

unggul dan membantu produsen pada perdagangan lokal dan regional yaitu

melalui program bazar dan studi banding hingga ke luar kota. Namun dalam

melakukan program pengembangan usaha tidak bisa berjalan secara maksimal

karena terhambat oleh pasifnya keikutsertaan produsen tempe dan tahu, tidak

terjalinnya kerjasama yang baik antara agen pemberdayaan dan masyarakat,

PRIMKOPTI  sebagai  wadah produsen tempe  dan tahu hanya  menjalankan

46 Fitri Maliani Nugraha, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
Oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat”. 
(Skripsi: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2015).
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usaha dagang dan pembangunan fisik namun tidak merangkul produsen tempe

dan tahu untuk ikut serta dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM.
2. Karya Muhammad Farid Said dengan judul “Strategi Pemberdayaan UMKM

Pada  Dinas  Koperindag  Kabupaten  Maros  (Studi  Kasus  Pada  Sektor

Perdagangan).”47 hasil  penelitian  ini  yaitu  dalam  membangun  dan

mengembangkan UMKM oleh Dinas Koperindag Kabupaten Maros. Pertama,

melakuakan  pelatihan  sebagai  strategi  dalam  melakukan  pembinaan  dan

pengembangan UMKM. Pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia

untuk  mendapatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  pembelajaran  sehingga

mereka  akan  segera  dapat  menggunakannya  dalam  pengembangan  usaha

mereka. Dalam menjalankan pelatihan tersebut peran pelaku usaha yang tidak

stimultan dalam pelatihan tersebut,  masyarakat  tertarik  mengikuti  pelatihan

yang  dilaksanakan  hanya  sekedar  untuk  memperoleh  honor,  tetapi  tidak

menerapkan  hasil  inovasi  pelatihan  tersebut.  Sehingga  pelatihan  yang

diadakan tersebut terkesan formalitas belaka dan dijadikan lahan pemborosan

anggaran  daerah.  Kedua,  penyuluhan  yang  berguna  untuk  menambah

wawasan  dari  SDM  terkait  pengembangan  UMKM,  penyuluhan  yang

dilakukan bertujuan untuk meningkatkan daya saing di pasaran, baik dalam

bentuk  kemasan  maupun  isi  produk.  Penyuluhan  juga  bertujuan  untuk

melakukan koordinasi  ke  pasar-pasar  daerah.  Ketiga,  kebijakan pemerintah

sangat  berpengaruh  dalam  memberdayakan  UMKM,  kebijakan  yang

47 Muhammad Faris Said, “Strategi Pemberdayaan UMKM Pada Dinas Koperindag 
Kabuoaten Maros (Studi Kasus Pada Sektor Perdagangan”. (Skripsi: Universitas 
Hasanuddin Makasar, 2015).
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dikeluarkan  oleh  pemerintah  dijadikan  sebagai  arah  dan  pedoman  dalam

pengembangan UMKM. 
3. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ade  Syafitri  dengan  judul “Pelaksanaan

Pembinaan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  dalam  Program

Kemitraan Sebagai  Wujud Tanggung Jawab Sosial  Perusahaan (Corporate

Social  Responsibility)”48 hasil  penelitian  ini  yaitu  program  kemitraan

merupakan  sebuah  kegiatan  yang  berisikan  modal  pinjaman  bergulir  yang

mana pengembaliannya dilakukan secara menyicil kepada pihak PT. Telkom

Indonesia. Dalam implementasinya, program ini tidak hanya pada pemberian

modal saja, akan tetapi diikuti dengan berbagai pembinaan yang menunjang

peningkatan produktifitas UMKM antara lain sarasehan, kegiatan ini berisikan

motivasi kewirausahaan,  sharing antar sesama mitra binaan dan monitoring

usaha mitra binaan, pelatihan dengan berbagai macam bentuknya mulai dari

kunjungan kewirausahaan sampai pelatihan ekpor impor, pameran dalam hal

perluasan pemasaran hasil produksi. Dari berbagai macam bentuk pembinaan

yang diberikan PT. Telkom Indonesia maka akan berdampak positif bagi usaha

binaan yaitu meningkatnya pendapatan karena adanya kemajuan dari kuantitas

perkembangan  usaha,  meningkatkan  kemampuan  dalam berwirausaha  yang

mandiri, percaya diri, berorientasi pada masa depan atau pencapaian sasaran,

berani menghadapi resiko, berambisi untuk sukses, serta kreatif dan inovasi.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana Ibrahim dengan judul “Peran Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda (Studi di Kelurahan

48 Ade Syafitri, ”Pelaksanaan Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
dalam Program Kemitraan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate
Social Responsibility)”. (Skripsi: Universitas Indonesia, 2012).
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Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda”49 hasil penelitian ini yaitu

peran dinas koperasi dan usaha kecil menengah dalam pemberdayaan usaha

kecil menengah di Kota Samarinda yaitu pertama, peningkatan pengelolaan

organisasi  dan  manajemen  dalam  pemberdayaan  Aparatur  DKUKM

Samarinda yang diberikan kepada para pelaku usaha kecil menengah berupa

pelatihan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi

dan manajemen. Kedua, peningkatan akses terhadap sumber modal yang di

tempuh  melalui  peran  sektor  jasa  keuangan  yaitu  pemerintah,  swasta  dan

koperasi.  Ketiga,  peningkatan  terhadap  akses  pasar  dikarenakan  dibidang

pemasaran  banyak UKM yang tidak mengetahui  cara  memasarkan produk.

Selama  ini  mereka  hanya  pandai  memproduksi  dalam menghasilkan  suatu

barang tetapi tidak pandai dalam memasarkannya. Namun dalam melakukan

pemberdayaan tersebut belum dirasakan oleh seluruh pelaku usaha di Kota

Samarinda karena luasnya wilayah serta besarnya sentra binaan yang menjadi

kewenangan Kantor  Koperasi  dan Usaha Kecil  Menengah Kota Samarinda

yang  tidak  sebanding,  dalam proses  pelaksanaan  pembinaan  yang  bersifat

internal kurangnya tenaga pembina dan pembimbing.
5. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ferry  Duwi  Kurniawan  dengan  judul

“Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  dalam

Penanggulangan  Kemiskinan”50 hasil  penelitian  ini  bentuk  Pemberdayaan

Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  di  Dusun  Waru  Rejo  yaitu

berupa  bantuan  dari  Pemerintah  melalui  kegiatan  UMKM  di  Dusun  Waru

49 Maulana Ibrahim, “Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota 
Samarinda (Studi di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda”. 
(Skripsi: Universitas Mulawarman Samarinda, 2016).
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Rejo.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  peluang  dalam  memacu

pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan pada masyarakat. 

Dari  hasil  paparan di  atas,  dapat  dilihat  bahwa banyak penelitian yang

mengkaji mengenai peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) dalam memberdayakan usaha binaan, persamaan secara umum dengan

skripsi tersebut yaitu persamaan membahas peran dinas koperasi dan usaha mikro

kecil dan menengah terhadap usaha binaan, namun dari penelitian di atas belum

ada yang meneliti program pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM dengan

perspektif etika bisnis Islam.

G. Kerangka Konseptual

Dalam  menunjang  proses  penelitian  agar  tetap  terarah  pada  fokus

penelitian  maka  disusun  suatu  kerangka  konseptual.  Penelitian  ini  merupakan

penelitian  desktiptif  yang  bertujuan  untuk  menggali  berbagai  informasi  yang

berkaitan dengan peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan usaha

kripik pisang di Kecamatan Tangunggunung Kabupaten Tulungagung yang dikaji

dengan teori etika bisnis Islam.

50 Ferry Duwi Kurniawan, “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
dalam Penanggulangan Kemiskinan”. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 
2014).

60



61

Gambar 2.2

Kerangka Berfikir

Tahap  awal  penelitian  dilakukan  dengan  mengumpulkan  sumber  data

sekunder seperti data pertumbuhan unit UMKM yang ada di Tulungagung dan

kontribusi  atau  aksi  nyata  yang  diberikan  Dinas  Koperasi  dan  UMKM dalam

memberdayakan usaha  binaan,  kemudian  dilakukan survey lapangan dilakukan

dengan menggunakan metode wawancara mendalam kemudian dilakukan analisis

dengan menggunakan analisis kualitatif Miles dan Huberman, sehingga diperoleh

informasi  upaya  dalam  memberdayakan  usaha  kripik  pisang  di  Kecamatan

Tanggunggunung  kemudian  hasil  dari  penelitian  di  analisis  dan  dikaji  dengan

etika bisnis Islam. Terakhir, dapat dirumuskan apakah peran yang dilakukan Dinas

Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan usaha kripik pisang di Kecamatan

Tanggunggunung sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.
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Peran Dinas Koperasi dan UMKM

1. Meningkatkan  usaha  pada
sektor produksi

2. Memberikan  pendidikan  dan
pelatihan

3. Setiap  produk  makanan  &
minuman  terdapat  standarisasi
kelayakan

Etika Bisnis Islam

1. Pelaku bisnis harus jujur
2. Produk  yang  dijual

belikan suci dan halal
3. Produk  yang  dijual

belikan  dalam  keadaan
baik 

Usaha Kripik Pisang

1. Produk  memenuhi  standarisasi
dari  Dinas  Koperasi  dan
UMKM

2. Mengikuti pelatihan
3. Aktif  sharing dalam

memperbaiki kualitas produk. 
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